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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai detik ini, pilihan terhadap desentralisasi merupakan keputusan
terbaik yang perlu diambil oleh bangsa ini. Pilihan ini tidak terlepas dari
kondisi wilayah negara yang luas, sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan
negara diselesaikan oleh pemerintahan yang berkedudukan di pusat
pemerintahan. Dipandang perlu dibentuk alat-alat perlengkapan setempat yang
disebarkan ke seluruh wilayah negara untuk menyelesaikan urusan-urusan
yang terdapat di daerah.*

Konsekuensi logis dari adanya alat-alat perlengkapan di daerah adalah
pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yang disebut dengan
desentralisasi. Secara teori, desentralisasi senantiasa disejajarkan dengan teori
otonomi daerah yang otonomi sendiri berasal dari kata auto dan nomos. Kata
pertama berarti ‘sendiri’ sedangkan: kata kedua berarti |‘perintah’ sehingga
otonomi bermakna memerintah ~sendiri.?> Dengan kata lain, adanya
desentralisasi dan otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang luas
kepada daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk dapat mengatur urusan
daerahnya sendiri, disamping urusan-urusan yang ada di pemerintah pusat,
seperti: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal

nasional, dan agama.

! Sirajudin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015,
him. 330.
2 1bid, him. 332.



Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik didalam maupun diluar
negeri serta tantangan persaingan global (penduniawian, penjagadan)
dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proprosional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan
sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.’

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki produk
hukum untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat di wilayah hukumnya.
Produk hukum itu sendiri dapat berupa PERDA (Peraturan Daerah) yang
mencakup Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, PERGUB
(Peraturan Gubernur), dan PERWAL (Peraturan Walikota), serta PERDES
(Peraturan Desa). Dilihat dari substansi dari norma hukum tertulis, produk
hukum tersebut dapat. dibedakan menjadi. dua bentuk; yaitu: (1) Peraturan
Perundang-undangan (regeling); dan (2) Keputusan/Penetapan/Ketetapan
(beschikking). Oleh Bagir Manan® peraturan perundang-undangan
didefinisikan sebagai “setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat
atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang

bersifat atau mengikat secara umum.”

* HAW, Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2007, him. 36.
* Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia,
Alumni, Bandung, 1997, him. 123.



Sementara keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Disamping kedua produk hukum regeling dan beschikking sebagaimana
dijelaskan diatas, dalam lapangan Hukum Administrasi Negara berkembang
bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan kebijakan
(beleidregels/psuedowetgeving/policy rules) dan perencanaan (het plan).

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang
lahir karena adanya kebebasan bertindak yang melekat pada administratur
negara yang lazim disebut dengan Freies Ermessen atau diskresi.

Laica Marzuki menyimpulkan adanya tiga komponen utama dari peraturan
kebijakan (beleidregels), yakni®
1. Komponen Subjectum

Peraturan kebijakan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara
sebagai perwujudan penggunaan Freies Ermessen atau diskresi dalam bentuk
tertulis yang diumumkan keluar lalu mengikat para warga.

2. Komponen Materi

Muatan peraturan kebijakan memuat aturan umum yang tersendiri yang

melampaui cakupan kaidah peraturan perundang-undangan yang dibuatkan

pengaturan operasional.

> Philiphus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti,
Jakarta, 2010, him. 55-64.



3. Komponen Kewenangan

Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijakan
tidak memiliki kewenangan perundang-undangan, namun secara tidak
langsung mengikat para warga sebagaimana halnya dengan kaidah peraturan
yuridis.

Implementasi Freies Ermessen melalui sikap tindak administrasi negara
dapat berwujud: (1) membentuk peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang yang secara materiil mengikat umum; (2) mengeluarkan
beschikking yang bersifat konkrit, individual, dan final; (3) melakukan
tindakan administrasi yang nyata dan aktif; (4) menjalankan fungsi peradilan
terutama dalam hal “keberatan” dan “banding administratif”.

Kota Bandung sendiri sebagai daerah dalam pemerintahan negara
Indonesia memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya selain
daripada urusan pemerintah pusat yang mana akhir-akhir ini Pemerintah Kota
Bandung melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil mengeluarkan kebijakan
baru atau inovasi. baru dalam menganggulangi ‘masalah; urbanisasi di Kota
Bandung, yaitu dengan meluncurkan aplikasi E-Punten. Sebuah aplikasi
berbasis on-line untuk menjaring para warga pendatang di Kota Bandung,
sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini Pemerintah melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendata berapa jumlah warga
pendatang di Kota Bandung dalam waktu tertentu dan secara tidak langsung
memberikan perlindungan bagi warga pendatang. Selain itu, dengan adanya

aplikasi ini dapat mempermudah dari sisi administratif.



Hal ini sebagaimana diberitakan dalam laman Portal Bandung pada
tanggal 07 September 2017° bahwa Warga pendatang di Kota Bandung mulai
hari ini diimbau untuk membuat identitas sementara melalui program yang
baru diluncurkan Pemkot Bandung. Layanan ini bernama e-PunTEN atau
Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen Elektronik.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan setiap warga pendatang
yang akan menetap selama tiga hari atau untuk kebutuhan pekerjaan dan
pendidikan diharapkan bisa memberikan identitas melalui e-PunTEN.
"Tolong untuk warga pendatang harus sopan, ketuk pintu dulu beri tahu siapa
Anda. Punten-punten (permisi-permisi) dulu daftar melalui e-PunTEN," ujar
Emil, sapaan Ridwan, usai meluncurkan e-PunTEN di salah satu hotel
berbintang di Kota Bandung, Kamis (7/9/2017).

Menurut Emil, hadirnya e-PunTEN memudahkan pemerintah mendata
rinci setiap warga pendatang. Selain itu, sambung dia, aplikasi tersebut secara
tidak langsung memberikan perlindungan bagi pendatang.

"Ini juga bagian keamanan kita (Pemkot Bandung), supaya bisa mendeteksi
kalau-kalau ada kelompok teror atau radikal yang pindah ke satu daerah," ucap
Emil.

Apakah setiap pendatang wajib mengisi e-PunTEN, Emil menyebut untuk

urusan identitas kependudukan hanya bersifat perdata. "Kita lebih banyak

mengimbau,"” kata Emil.
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https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3632470/pendatang-di-kota-bandung-harus-permisi-

lewat-e-punten, Diunduh Pada Tanggal 06 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.


https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3632470/pendatang-di-kota-bandung-harus-permisi-lewat-e-punten
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3632470/pendatang-di-kota-bandung-harus-permisi-lewat-e-punten

Kadisdukcapil Kota Bandung Popong W Nuraeni menjelaskan e-PunTEN
dapat diakses dengan cara mengunduh melalui Play Store atau situs e-
punten.bandung.go.id. Warga yang mengisi identitasnya akan langsung
mendapatkan jawaban.

"Nanti dari situ ada jawaban, silahkan cetak di kecamatan. Nanti baru dapat
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)," tuturnya.

Disdukcapil bakal gencar sosialisasi secara meluas berkaitan SKTS via online.
Cara manual untuk mendapat SKTS tidak lagi difungsikan. "Jadi semua akan
beralih ke online sistem. Kita akan hapus sistem konvensional," ucap Popon.

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut dilihat dari sisi kebijakannya
belum membawa perubahan yang signifikan karena dilihat dari kesadaran
warga pendatang yang masih minim. Disamping itu, adanya aplikasi yang
tidak ada unsur pemaksa namun memakai anggaran negara ini hanya sebatas
sukarela saja. Sehingga kebijakan ini hanya menjadi percuma jika tidak
adanya pengawasan dari pihak terkait. Apalagi menurut Ridwan Kamil, E-
Punten ini hanya sebatas himbauan: karena sifatnya hubungan keperdataan.
Dalam Pasal 12A Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan
bahwa:

“Setiap Penduduk Tidak Tetap wajib memiliki SKTS”.

Maka seharusnya mengisi E-Punten ini adalah wajib, bukan hanya sekadar
himbauan karena Surat Keterangan Tinggal Sementara yang didapatkan dari

aplikasi ini menurut Pasal tersebut adalah suatu kewajiban. Terlebih lagi,



menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, prosedur
konvensial untuk mendapatkan Surat Keterangan Tinggal Sementara akan
dihapus. Maka dari itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk dapat
menerapkan kebijakan E-Punten ini secara nyata.

Menurut Peneliti, jika Pemerintah Kota Bandung serius dalam mendata
penduduk agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka E-Punten ini
adalah wajib bagi para pendatang. Jika hal ini dibiarkan, maka tentunya dapat
menjadi isu kebijakan publik jika pemerintah tidak serius dalam merumuskan
kebijakan tersebut. Sebab, persoalan mengenai suatu daerah itu tidak hanya
berasal dari daerahnya sendiri, melainkan berasal dari luar daerah, seperti
masalah urbanisasi. Sehingga pemerintah daerah perlu membuat analisis tajam
untuk menanggulangi masalah yang berasal dari luar daerahnya. Dalam kajian
ini, yang dimaksud kebijakan publik adalah sebagaimana yang dikemukakan
Thomas R. Dye yakni apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
dan tidak dilakukan. Dalam pengertian yang dikemukakan Solichin Abdul
Wahab, kebijakan publik dimaksudkan sebagai tindakan (politik) apapun yang
diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu
permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.’

Disamping itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, jumlah pendaftar E-Punten (periode

September 2017-Januari 2018) baru sebanyak 586, dari 586 pendaftar, hanya

’ Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan, UNY Press,
Yogyakarta, 2013, him. 32.



288 yang sudah benar-benar memiliki SKTS (Surat Keterangan Tinggal

Sementara).®

Tabel 1
NO. Keterangan Jumlah
Pendaftar SKTS Online Per Bulan

1. ) 586
Januari 2018

2. Berkas Pendaftar yang Tidak Lengkap 298

Pencetakan SKTS Online Bulan

3. 288

Sebelumnya

Sedangkan penduduk non-permanen yang datang ke Kota Bandung ini
mencapai 5 juta penduduk dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:®

Tabel 2

Tahun Pengunjung ke Kota
Bandung

2011 6.487.239

2012 5.080.584

2013 5.388.292

2014 5.627.421

2015 5.877.162

2016 4.827.589

®Da

ta Pelayanan SKTS Online Kota Bandung Periode September 2017-Januari 2018.

° Badan Pusat Statistik, Kota Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, Bandung, 2017, him.

178.




Maka dari itu, menurut Peneliti judul yang berisi tentang “ANALISIS
KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENDATA PENDUDUK NON-
PERMANEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL
12A AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN” ini  merupakan

pembahasan yang penting untuk dikaji.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan E-Punten oleh Pemerintah Kota
Bandung dalam pendataan penduduk non-permanen?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan dari pelaksanaan E-Punten di Kota
Bandung?

3. Bagaimana efektivitas E-Punten dalam pendataan penduduk non-
permanen dihubungkan. dengan Pasal. 12A ‘Ayat (1) Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan E-Punten dalam

pendaataan penduduk non-permanen;
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2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengawasan dari
pelaksanaan E-Punten di Kota Bandung;

3. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas E-Punten dalam pendataan
penduduk non-permanen dihubungkan dengan Pasal 12A Ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Penyelengaraan Administrasi Kependudukan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembanganan Iimu
Hukum, untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah
wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

b. Penelitian ini Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan manfaat
sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji. studi tentang kebijakan
terkait masalah Analisis Kebijakan E-Punten dalam mendata penduduk
non-permanen.

2. Secara Praktis

a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) di

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung

Djati Bandung.
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b. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan
kajian dalam rangka mengkritisi Kebijakan E-Punten dalam mendata
penduduk non-permanen.

c. Bagi pemerintah Kota Bandung, bahwa hasil penelitian ini sebagai
bahan informasi dalam upaya meningkatkan Pelaksanaan E-Punten
dalam mendata penduduk non-permanen.

d. Bagi pemerintah daerah Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung,
bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan meningkatkan kualitas

pelaksanaan E-Punten dalam mendata penduduk non-permanen.

E. Kerangka Pemikiran
1. Hakikat Negara Hukum

Bukti bahwa hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah
negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan
keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara
(penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di
negara bersangkutan. '

Hukum di negara tersebut ditegakkan secara objektif dan konsisten
tanpa diskriminasi dan penyelenggara negara atau pemerintahan serta
warga negara semuanya patuh pada hukum. Dalam konteks ini
sebagaimana kita ketahui fungsi atau peranan hukum dalam sebuah negara

secara umum antara lain:

19 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, him. 1.



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat;

Menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota
masyarakat;

Mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat;

Melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta
bendanya, jiwanya, maupun kehormatannya;

Mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan
kewajiban secara seimbang;

Menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas
masyarakat.

Fungsi atau peranan hukum tersebut adalah sejalan dengan prinsip-

prinsip negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Juniarso R. Dalam

bukunya Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

mengemukakan 8 prinsip negara hukum, yaitu:

1)
2)
3)
)
5)
6)
7)

8)

Prinsip kekuasaan sebagal amanah;

Prinsip musyawarah-mufakat sesuai tatanan sosial dan moral;
Prinsip keadilan;

Prinsip persamaan;

Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
Prinsip peradilan bebas;

Prinsip kesejahteraan;

Prinsip ketaatan rakyat.
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Juniarso menambahkan setiap kali berbicara tentang negara hukum
selalu dikaitkan dengan keadilan, dengan mengutip Daniel Webstar,
Juniarso mengatakan keadilan sebagai cita atau tujuan hukum yang
merupakan kepentingan manusia yang paling luhur, bahkan keadilan
adalah suatu yang dicari dan diperjuangkan oleh manusia, dinantikan
dengan penuh kepercayaan dan orang akan menentang sekeras-kerasnya
apabila keadilan tidak terwujud atau tidak ada. Ini dikarenakan manusia itu
dilahirkan bagi keadilan. lapun mengutip pendapat Krabbe yang
mengatakan hukum dalam arti luas atau materil adalah sesuai dengan
perasaan dan kesadaran hukum individu dan masyarakat yang akan
membawakan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan.**

Sementara itu menurut Robert M. Urger'? bahwa hukum sebagai
pengatur, tetap bekerja dan ada di negara modern dalam bentuk keputusan
politik atau perintah administratif. Sedangkan ruang lingkup keputusan
atau perintah itu dibatasi oleh tatanan hukum demi kepentingan umum,
tetapi tidak - diselenggarakan  .oleh . institusi «hukum khusus atau
dikembangkan dan diberlakukan dalam kerangka doktrin hukum
tersendiri. Sebaliknya instansi-instansi yang bertanggung jawab membuat
dan menerapkan keputusan dan perintah itu adalah bagian dari staf politik
atau staf administrasi umum negara, dan logika yang menjustifikasi dan

meninjau keputusan dan perintah tersebut disimpulkan dari sumber modus

1 Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa
Cendekia, Bandung, 2009, him. 37-51.

2 Robert M. Urger, Teori Hukum Kritis: Kajian Tentang Posisi Hukum Dalam Masyarakat
Modern, Nusamedia, Bandung, 2007, him. 69-70.
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perdebatan politik dan administrasi negara yang ada. Selanjutnya akan
kelihatan hubungan antara hukum birokratis dan tatanan hukum menjadi
tanda yang menakjubkan yang memperlihatkan perubahan sosial menuju
ketertiban.

Hakikat negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1
Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pasca amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum
(rechtstaat) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaat). Ini berarti setiap tindak tanduk penyelenggara negara dan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus sesuai dan
berdasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut pemikir hukum realis
pragmatis yang terpenting dalam negara hukum adalah perhatian pada
penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jadi
bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan dan sekali lagi hukum
yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan itu, sehingga hukum
bukan apa yang tertulis.dalam peraturan perundang-undangan melainkan
apa yang dijalankan oleh aparatur hukum.*®

Dalam konteks ini hukum tidak semata menjaga ketertiban dan
kepastian hukum melainkan juga menentukan arah, membentuk dan
berusaha mewujudkan tujuan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan
sejahtera. Ini sesuai dengan yang dinyatakan Sjachran Basah yang

mengemukakan fungsi hukum vyaitu:

3 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, him.
83.
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1) Direktif, sebagai pengarah untuk membentuk masyarakat yang dicita-
citakan sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;

2) Integratif, sebagai pemelihara (termasuk hasil pembangunan) dan
menjaga keselarasan, keserasian, serta keseimbangan kehidupan
bernegara dan bermasyarakat;

3) Perspektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak
administrasi negara dan sikap tindak warga jika terjadi pertentangan
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

4) Kaorektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara
dan warga jika terjadi pertentangan hak dan kewajiban guna
mendapatkan keadilan.**

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang

abstrak dan pada umunnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan

hukum. Dalam Bahasa Inggris, kata ‘“asas” diformatkan sebagai

“principle”, sedangkan:dalam Kamus. Besar Bahasa; Indonesia ada tiga

pengertian kata “asas”: (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang menjadi

tumpuan berpikir atau berpendapat), dan (3) dasar cita-cita.'®
Asas (principle) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas,

sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai

14 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni,
Bandung, 1992, him. 13.
1> Sirajudin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016, him. 50.
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fondamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan
sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.*®
Sementara Satjipto Rabhardjo menyatakan bahwa asas hukum
merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas
hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan
hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya
bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan,
asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum,
atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan
habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan
akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.’
Dalam konteks mengenai pembahasan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, menurut Jazim Hamidi, pengertian asas-asas umum
pemerintahan yang baik atau good governance adalah:
1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam
lingkungan hukum administrasi negara;
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara
dalam menjalankan fungsinya yang terkait dengan beschikking;
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak
tertulis, abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di

masyarakat;

16 Djuhendah Hasan, Sistem Hukum, Asas-Asas, dan Norma Hukum dalam Pembangunan Hukum
Indonesia, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, him. 80.
7 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, him. 85.
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4. Sebagian AAUPB sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah
dalam berbagai peraturan hukum positif.'®
Lebih jauh menurut SF. Marbun, arti penting AAUPB adalah antara

lain:

1. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam
melakukan penafsiran, penerapan terhadap peraturan perundangan
yang bersifat sumir atau samar atau tidak jelas. Selain itu, AAUPB
membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara
menggunakan freies ermessen menyimpang dari undang-undang;

2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat
digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

3. Bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan sebagai alat menguji
dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata
usaha negara;

4. Selain itu AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam
merancang suatu undang-undang.*®
Didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AAUPB meliputi asas-asas

sebagai berikut:

'8 Nomensen Sinamo, Op.Cit., him. 166-167.
19 SF. Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta
2001, him. 210-211.
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1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan™ adalah manfaat yang harus
diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu
dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan
masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4)
kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok
masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga
Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan
generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)
kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang
mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan
dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dengan
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak

diskriminatif.



19

4. Asas Kecermatan;

Yang dimaksud dengan ‘“asas kecermatan” adalah asas Yyang
mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan
dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”
adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau
tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani
masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan, dan rahasia negara.
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7. Asas Kepentingan Umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang
memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,
sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa pada
dasarnya good governance atau AAUPB adalah merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan
berwibawa, oleh karena itu tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) dengan
mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang
baik yang digunakan .sebagai -hukum  tidak tertulis dengan melalui
pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance), sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang
kekuasaan atau lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara
untuk mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik (good
goernance) tersebut. Karena tugas dan wewenang pejabat administrasi

tersebut walaupun secara teoritik bersifat netral, akan tetapi dalam
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pelaksanaannya sangat potensial untuk disalahgunakan (detournement du

puvoir), digunakan dengan sewenang-wenang (abus de droit) dan bahkan

digunakan bertentangan dengan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

3. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik
Untuk lebih mengoptimalkan pedoman penyelenggaraan pelayanan

publik, harus memperhatikan asas-asas yang termuat dalam penyelenggara

pelayanan publik.
Adapun asas tersebut adalah:

a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua
pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti;

b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas;

d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan

suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
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f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak.?

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu juga untuk
memperhatikan dan menerapkan pedoman-pedoman seperti prinsip
pelayanan publik, yaitu mencakup:

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;

b. Kejelasan, memuat tentang: (1) persyaratan teknis dan administratif
pelayanan publik; (2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik: (3)
rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran;

c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

d. Akurasi, dimana produk pelayanan publik; diterima dengan benar,
tepat, dan sah;

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum;

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara

% W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008,

him. 22.
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pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik;

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, Yyaitu tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai
termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika
(telematika);

h. Kemudahan akses, dimana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas;

J. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan

seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.?*

F. Langkah-Langkah Penelitian
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang
jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis.

Metode yang digunakan dalam penyusunan sekripsi ini adalah sebagai berikut:

2! Nomensen Sinamo, Op.Cit., him. 82.



24

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu
metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.**
2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris,?® yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang
dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris
dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa
penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu
masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.
3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini-adalah data kualitatif yaitu
data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan
diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.?
Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan Kepala Seksi
Pendataan Penduduk mengenai Analisis Kebijakan E-Punten Dalam Mendata

Penduduk Non-Permanen.

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2010, him.10.

% Ibid, him. 53.

?* Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, him
12.
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4. Sumber data
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer vyaitu peraturan perundang-undangan dan
peraturan lain yang terkait dalam penelitian ini, seperti:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelengggaraan
Administrasi Kependudukan.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penataan Penduduk Non-Permanen.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian berupa ketentuan-
ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari materi atau bahan hukum diatas,
seperti  buku-buku. yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makalah
seminar, tulisan lepas, artikel dan sebagainya.
3) Bahan Hukum Tersier
Sumber data tersier yaitu sumber data yang di ambil dari media-media

online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
campuran antara metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian
lapangan (field research) yaitu sebagai berikut:
a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (library research), yaitu data yang dikumpulkan
dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-
bahan hukum yang masih relepan serta berhubungan dengan obyek penelitian,
dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data
sekunder.?
b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
tanya jawab antar penanya (interviewer) dengan responden (interviewe).?
Dalam hal ini responden adalah semua pihak yang terkait Analisis Kebijakan
E-Punten di Kota Bandung.
6. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada
dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara
deskriptif kualitatif’’ yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat

kenyataan mengenai Analisis Kebijakan E-Punten Dalam Mendata Penduduk

% Ibid, him. 42.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
hlm. 15.

2" Sri Mamudji, ET Al, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Ul, Jakarta,
2005, him. 67
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Non-Permanen Dihubungkan Dengan Pasal 12A Ayat (1) Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan antara lain:

a. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

d. Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Bandung.

e. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.



